BAB I1
TINJAUAN UMUM MENGENAI PERLINDUNGAN HUKUM
TERHADAP ANAK
A. Pengertian Anak

Di Indonesia apa yang dimaksud dengan anak tidak ada kesatuan
pengertian. Hal ini disebabkan oleh peraturan perundang-undangan yang berkaitan
dengan kepentingan anak, masing-masing memberikan pengertiannya sesuai
dengan maksud dikeluarkannya peraturan perundang-undangan tersebut.

Pengertian anak dalam kedudukan hukum meliputi pengertian
kedudukan anak dari pandangan sistem hukum atau disebut kedudukan dalam arti
khusus sebagai subjek hukum. Kedudukan anak dalam artian dimaksud meliputi
pengelompokan ke dalam subsistem dari pengertian sebagai berikut:*?

1. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979
tentang Kesejahteraan Anak:

Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 menentukan:
“anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 Tahun (dua puluh satu)
tahun dan belum pernah kawin.”

Rupanya pembentukan Undang-Undang pada waktu membentuk
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang kesejahteraan anak terpengaruh
pada ordonansi tanggal 31 Januari 1931 (LN 1931-254) yang menentukan; untuk
menghilangkan segala keragu-raguan yang timbul karena ordonansi 21 Desember

1917, LN 1917-138, dengan mencabut ordonansi ini, ditentukan sebagai berikut.
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a. Apabila peraturan perundang-undangan memakai istilah”belum
dewasa”, maka sekedar mengenai bangsa Indonesia, dengan
istilah itu yang dimaksudkan: segala orang yang belum
mencapai umur genap 21 tahun dan tidak lebih dahulu telah
menikah.

b. Apabila perkawinan itu dibubarkan sebelum umur mereka genap
21 (dua puluh satu) tahun, maka tidaklah mereka kembali lagi
dalam istilah “belum dewasa”.

c. Dalam paham perkawinan, tidaklah termasuk perkawinan anak-
anak.

Maka dari pengertian anak sebagaimana yang dimaksud Pasal 1 angka
2 Undang-Undang nomor 4 Tahun 1979 tersebut dapat diketahui bahwa seseorang
dapat disebut anak jika memenuhi syarat sebgai berikut:

1) Belum mencapai umur genap 21 (dua puluh satu) tahun dan

2) Belum pernah kawin.*®

2. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002
tentang Perlindungan Anak:
Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang
Perlindungan Anak menentukan:
“Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun,

termasuk anak yang masih dalam kandungan”

¥ R. Wiryono, Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta,
2016, HIm. 10-11.



Maka dari pengertian anak sebagaimana yang dimaksud Pasal 1 angka
1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tersebut dapat diketahui bahwa
seseorang dapat disebut anak jika memenuhi syarat sebagai berikut:

a. Belum berusia 18 (delapan belas) tahun;
b. Termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Selanjutnya dalam konsideran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002
tentang Perlindungan Anak, dikatakan bahwa anak adalah amanah dan karunia
Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai
manusia seutuhnya. Lebih lanjut dikatakan bahwa anak adalah tunas, potensi dan
generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan
memiliki ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan
negara pada masa depan. Oleh karena itu agar setiap anak kelak mampu memikul
tanggung jawab tersebut, maka ia perlu mendapat kesempatan yang seluas-
luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun
sosial dan berakhlak mulia, perlu dilakukan upaya perlindungan serta untuk
mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap
pemenuhan hak-haknya serta adanya perlakuan tanpa diskriminasi.**

3. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012
tentang Sistem Peradilan Pidana Anak:

Untuk pembahasan Sistem Peradilan Pidana Anak, yang menjadi
pembahasan utama dan selanjutnya adalah pengertian anak menurut Undang-

Undang Nomor 11 Tahun 2012.
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Pengertian Sistem Peradilan Pidana Anak jika diperhatikan
sebagaimana dimaksud pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012,
maka dapat diketahui bahwa Sistem Peradilan Pidana Anak yang diatur dalam
perkara “anak yang berhadapan dengan hukum”.

“Anak yang berhadapan dengan hukum” yang dimaksud oleh Undang-
Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, menurut
pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, terdiri atas:

a. Anak yang berkonflik degan hukum yang selanjutnya disebut
anak adalah anak yang berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi
belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga
melakukan tindak pidana (Pasal 1 angka 3);

b. Anak yang menjadi korban tindak pidana yang selanjutnya
disebut anak korban adalah anak yang belum berusia 18
(delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental
dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tidak pidana
(Pasal 1 angka 4);

c. Anak yang menjadi saksi tindak pidana yang selanjutnya disebut
anak saksi adalah anak yang belum berusia 18 (delapan belas)
tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan
penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan
tentang suatu perkara pidana yang di dengar, dilihat dan/atau

dialaminya sendiri (Pasal 1 angka 5).



Ketentuan yang terdapat dalam Pasal 1 angka 3 tersebut dapat diketahui
bahwa yang dimaksud dengan “anak” dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun
2012 adalah anak yang telah berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga
melakukan tindak pidana”. Atau dengan kata lain yag dimaksud dengan anak
dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 adalah anak yang memenuhi
Syarat-syarat sebagai berikut:

1) Telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18
(delapan belas) tahun.
2) Anak tersebut diduga melakukan tindak pidana.

Perlu ditekankan bahwa anak yang disebut “anak” menurut Undang-
Undang Nomor 11 Tahun 2012 adalah anak menurut pengertian hukum, khusus
hanya belaku untuk Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 saja. Hal ini mungkin
berlainan dengan pengertian sehari-hari tentang anak atau pengertian yang
terdapat dalam peraturan perundang-undangan lain secara Undang-Undang
Nomor 11 Tahun 2012.

Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem
Peradilan Pidana Anak dengan adanya syarat bahwa apa yang dimaksud dengan
“anak” harus telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18
(delapan belas) tahun, maka akibanya anak yang belum berumur 12 (dua belas)
tahun bukan “anak” dalam pengertian seperti yang dimaksud oleh Undang-
Undang Nomor 11 Tahun 2012.

Oleh karena itu, persoalan umur dari anak adalah sangat menentukan

dalam penyelesaian perkara anak menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun



2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Sejalan dengan persoalan
menentukan umur dari anak tersebut harus didukung oleh alat-alat bukti berupa
surat (Pasal 189 Ayat 1 huruf c KUHAP), misalnya Kartu Tanda Penduduk, Kartu
Keluarga atau Surat Keterangan Kependudukan sebagaimana dimaksud oleh
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.
Seandainya jika alat-alat bukti tersebut belum atau tidak ada, maka
dapat diganti dengan alat bukti berupa keterangan saksi (Pasal 184 Ayat 1 huruf a
KUHAP), misalnya keterangan dari orangtua atau waki dari anak.*
4. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999
tentang Hak Asasi Manusia:
Pasal 1 ayat 5 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak
Asasi Manusia: anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan
belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan
apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya.
5. Menurut Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum :
Pasal 1 angka 34 Pemilih adalah Warga Negara Indonesia yang sudah
genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih, sudah kawin, atau sudah pemah
kawin.
6. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata :
Pasal 330 menentukan : belum dewasa adalah mereka yang belum
mencapai umur genap dua puluh satu tahun, dan tidak lebih dahulu pernah kawin.

Apabila perkawinan itu dibubarkan sebelum umur mereka genap dua puluh satu

> R. Wiyono, Op.Cit, HIm. 14-17.



tahun, maka mereka tidak kembali lagi dalam kedudukan belum dewasa. Mereka
yang belum dewasa dan tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, dibawah
perwalian atas dasar dan dengan cara sebagaimana teratur dalam bagian ketiga,
keempat, kelima, dan keenam dalam bab ini. Penentuan arti istilah “belum
dewasa” yang dipakai dalam beberapa peraturan Undang-Undang terhadap bangsa
Indonesia.

B. Hak dan Kewajiban Anak

Anak adalah generasi penerus yang akan datang. Baik buruknya masa
depan bangsa tergantung pula pada baik buruknya kondisi anak saat ini. Berkaitan
dengan hal tersebut, maka perlakuan terhadap anak dengan cara yang baik adalah
kewajiban kita bersama, agar ia bisa tumbuh berkembang dengan baik dan dapat
menjadi pengemban risalah peradaban bangsa ini.

Berkaitan dengan perlakuan terhadap anak tersebut, maka penting bagi
kita mengetahui hak-hak anak dan kewajiban anak.

Anak sebagai sebuah pribadi yang sangat unik dan memiliki ciri yang
khas. Walaupun dia dapat bertindak berdasarkan perasaan, pikiran dan
kehendaknya sendiri, ternyata lingkungan sekitar mempunyai pengaruh yang
cukup besar dalam membentuk prilaku seorang anak. Untuk itu bimbingan,
pembinaan dan perlindungan dari orang tua, guru, serta orang dewasa lainnya
sangat dibutuhkan oleh anak di dalam perkembangannya.®

Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada tanggal 20

November 1995 telah mensahkan Deklarasi tentang Hak-Hak Anak. Dalam

18 M. Nasir Djamil, Op.Cit, HIm. 11.



Mukadimah Deklarasi ini, tersirat bahwa umat manusia berkewajiban
memberikan yang terbaik bagi anak-anak. Deklarasi ini memuat 10 (sepuluh) asas
tentang hak-hak anak yaitu:

1. Anak berhak menikmati semua hak-haknya sesuai dengan
ketentuan yang terkandung dalam deklarasi ini. Setiap anak
tanpa penegecualian harus dijamin hak-haknya tanpa
membedakan suku bangsa, warna kulit, jenis kelamin, bahasa,
agama, pandangan politik, kebangsaan, tingkatan sosial, kaya
miskin, atau status lain, baik yang ada pada dirinya maupun
pada keluarganya.

2. Anak berhak memperoleh perlindugan khusus dan harus
memperoleh kesempatan yang dijamin oleh hukum dan sarana
lain, agar menjadikannya mampu untuk mengembangkan diri
secara fisik, kejiwaan, moral, spiritual dan kemasyrakatan dalam
situasi yang sehat, normal sesuai dengan kebebasan dan
harkatnya. Penuangan tujuan itu kedalam hukum, kepentingan
terbaik atas diri anak harus merupakan pertimbangan utama.

3. Anak sejak dilahirkan berhak akan nama dan kebangsaan.

4. Anak berhak dan harus dijamin secara kemasyarakatan untuk
tumbuh kembang secara sehat. Untuk ini baik sebelum maupun
setelah kelahirannya harus ada perawatan dan perlindungan
khusus bagi anak dan ibunya. Ank berhak mendapatkan gizi

yang cukup, perumahan, rekreasi dan pelayanan kesehatan.



5. Anak yang cacat fisik, mental dan lemah kedudukan sosialnya
akibat keadaan tertentu harus memperoleh pendidikan,
perawatan dan perlakuan khusus.

6. Agar kepribadian anak tumbuh secara maksimal dan harmonis,
ia memerlukan kasih sayang dan pengertian. Sedapat mungkin
ia harus dibesarkan di bawah asuhan dan tanggung jawab orang
tuanya sendiri, dan bagaimanapun harus diusahakan agar tetap
berada dalam suasana yang penuh kasih sayang, sehat jasmani
dan rohani. Anak dibawah 5 tahun tidak dibenarkan terpisah
dari ibunya. Masyarakat dan pemerintah yang berwenang dan
berkewajiban memberikan perawatan khusus kepada anak yang
tidak memiliki keluarga dan kepada anak yang tidak mampu.
Diharapkan agar pemerintah atau pihak lain memberikan
bantuan pembiayaan bagi anak-anak yang berasal dari keluarga
besar.

7. Anak berhak mendapatkan pendidikan wajib secara Cuma-
Cuma sekurang-kurangnya di tingkat Sekolah Dasar. Mereka
harus mendapatkan perlindungan yang dapat meningkatkan
pengetahuan umumnya, dan yang memungkinkan, atas dasar
kesempatan yang sama untuk mengembangkan kemampuannya,
pendapat pribadinya dan perasaan tanggung jawab moral dan
sosialnya, sehingga mereka dapat menjadi anggota masyarakat

yang berguna. Kepentingan anak haruslah dijadikan pedoman



10.

bagi mereka yang bertanggung jawab terhadap pendidikan dan
bimbingan anak yang bersangkutan: pertama-tama tanggung
jawab tersebut terletak pada tanggung jawab orang tua mereka.
Anak harus mendapatkan kesempatan yang leluasa untuk
bermain dan berekreasi yang diarahkan untuk tujuan
pendidikan, masyarakat dan pemerintah yang berwenang harus
berusaha meningkatkan pelaksanaan ini.

Dalam keadaan apapun anak harus didahulukan dalam
menerima perlindungan dan pertolongan.

Anak harus dilindungi dalam segala bentuk kealpaan, kekerasan,
penghisapan. la tidak boleh dijadikan subjek perdagangan. Anak
tidak boleh bekerja sebelum wusia tertentu, ia tidak boleh
dilibatkan dalam pekerjaan yang dapat merugikan kesehatan
atau pendidikannya, maupun yang dapat mempengaruhi
perkembangan tubuh, jiwa dan akhlaknya.

Anak harus dilindungi dari perbuatan yang mengarah ke dalam
bentuk diskriminasi sosial, agama maupun bentuk-bentuk
diskriminasi lainnya. mereka harus dibesarkan di dalam
semangat penuh pengertian, toleransi dan persahabatan antar
bangsa, perdamaian serta persaudaraan semesta dengan penuh
kesadaran bahwa tenaga dan bakatnya harus diabadikan kepada

sesama manusia.



Pelaksanaan perlindungan hak-hak anak di Indonesia sebagai tersebut
dalam deklarasi PBB tersebut dituangkan dalam Undang-Undang Republik
Indonesia Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak. Pasal 1 Undang-
Undang Nomor 4 Tahun 1979 menentukan:

Kesejahteraan anak adalah suatu tata kehidupan dan penghidupan anak
yang dapat menjamin pertumbuhan dan perkembanganya dengan wajar, baik
secara rohani, jasmani maupun sosial. Usaha kesejahteraan anak adalah usaha
kesejahteraan sosaial yang ditujukan untuk menjamin terwujudnya kesejahteraan
anak terutama terpenuhinya kebutuhan pokok anak.’

Konstitusi Indonesia, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun
1945 sebagai norma hukum tertinggi telah menggariskan bahwa “setiap anak
berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas
perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Dengan dicantumkannya hak anak
tersebut dalam batang tubuh konstitusi, maka bisa diartikan bahwa kedudukan dan
perlindungan hak anak merupakan hal penting yang harus dijabarkan lebih lanjut
dan dijalankan dalam kenyataan sehari-hari.

Ketentuan di dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang
Hak Asasi Manusia, dirumuskan 15 Pasal yang khusus merumuskan hak-hak
anak, karena pembentuk Undang-Undang menyadari bahwa anak merupakan
kelompok yang retan terhadap palanggaran HAM.

Lebih lanjut pengaturan hak-hak anak di Indonesia saat ini, juga diatur

secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang

¥ Maidin Gultom, Op. Cit, HIm. 54-56.



Perlindungan Anak dan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang
pengesahan konvensi hak-hak anak. Dalam Pasal 1 butir 12 Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, disebutkan bahwa hak anak
adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi dan dipenuhi
oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara. Undang-Undang 23
Tahun 2002 tentang Perlindungan anak merupakan bentuk konkretisasi dari
pelaksanaan Konvensi Hak-Hak Anak yang telah diratifikasi oleh Indonesia.
Sebagaimana telah disebutkan, maka upaya perlindungan hak-hak anak
di Indonesia telah diakomodir dalamUndang-Undang Dasar Republik Indonesia
Pasal 28B ayat (2) sebgaimana telah disebutkan diatas, juga dalam Undang-
Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM, dan Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2002 tentang Perlindungan anak.
Berdasarkan Konveksi Hak-Hak Anak secara umum dapat
dikelompokan dalam 4 (empat) kategori hak-hak anak, antara lain:
a. Hak untuk kelangsungan hidup (The Right To Survival) yaitu
hak-hak untuk melestarikan dan mempertahankan hidup (The
Right of Live) dan hak untuk memperoleh standar kesehatan
tertinggi dan perawatan yang sebaik-baiknya.
b. Hak terhadap perlindungan (Protection Rights) yaitu ha-hak
dalam konvensi hak anak yang meliputi hak perlindungan dari
diskriminasi, tindakan kekerasan dan keterlantaran bagi anak

yang tidak mempunyai keluarga bagi anak-anak pengungsi.



c. Hak untuk tumbuh kembang (Development Rights) yaitu hak-
hak anak dalam Konvensi Hak-Hak Anak yang meliputi segala
bentuk pendidikan (formal dan non formal) dan hak untuk
mencapai standar hidup yang layak bagi perkembangan fisik,
mental, spiritual, moral dan sosial anak (The Rights of Standart
of Living).

d. Hak untuk berpartisipasi (Participation Rights), yaitu hak-hak
anak yang meliputi hak untuk menyatak pendapat dalam segala
hal yang mempengaruhi anak (The Right of a Child to Express
Her/His Views Freely in All Matters Affecting the Child). Hak
untuk berpartisipasi juga merupakan hak anak mengenai
identitas budaya mendasar bagi anak, masa kanak-kanak dan
pengembangan keterlibatannya di dalam masyarakat luas.'®

Selain berbicara mengenai hak-hak anak, maka tidak afdhal rasanya
apabila tidak berbicara mengenai kewajiban. Karena antara hak dan kewajiban
adalah suatu hal yang beriringan selalu.

Kewajiban berarti sesuatu yang wajib diamalkan (dilakukan),
keharusan, tugas yang harus dilakukan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, ada lima hal kewajiban anak di Indonesia
yang mestinya dilakukan, antara lain:

1) Menghormati orang tua, wali dan guru;

2) Mencintai keluarga, masyarakat dan menyayangi teman;

8 M. Nasir Djamil, Op.Cit, HIm. 12-16.



3) Mencintai tanah air, bangsa dan negara;

4) Menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya; dan

5) Melaksanakan etika dan akhlak yang mulia.*®

C. Tindak Pidana
1. Pengertian Tindak Pidana
Tindak pidana adalah perbuatan seseorang atau sekelompok orang yang
menimbulkan peristiwa pidana atau perbuatan melanggar hukum pidana dan
diancam dengan hukuman, dalam hal ini tidak hanya orang dewasa saja yang bisa
melakukan tindak pidana tetapi juga bisa dilakukan oleh anak dibawah umur.
Anak yang melakukan tindak pidana terdorong oleh beberapa faktor, antara lain
faktor kurangnya perhatian orang tua, faktor ekonomi, faktor lingkungan, faktor
salah pergaulan dan faktor pendidikan. Istilah tindak pidana merupakan
terjemahan dari “Strafbaar Feit”, di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
tidak terdapat penjelasan mengenai apa sebenarnya yang dimaksud dengan
strafbaar feit itu sendiri. Biasanya tindak pidana disinonimkan dengan delik, yang
berasal dari bahasa Latin yakni kata delictum. Dalam Kamus Besar Bahasa
Indonesia tercantum sebagai berikut: “delik adalah perbuatan yang dapat
dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang
tindak pidana.”
Berdasarkan rumusan yang ada maka delik (Strafbaar Feit) memuat

beberapa unsur yakni:

a. Suatu perbuatan manusia;

9 1bid, HIm. 21-22.



b. Perbuatan itu di larang dan diancam dengan hukuman oleh
undang-undang;

c. Perbuatan itu dilakukan oleh seseorang yang dapat
dipertanggung jawabkan.

Istilah tindak pidana sebagai terjemahan strafbaar feit adalah
diperkenalkan oleh pihak pemerintah cq Departemen Kehakiman. Istilah ini
banyak dipergunakan dalam undang-undang tindak pidana khusus, misalnya:
Undang-Undang Tindak Pidana korupsi, Undang-Undang Tindak Pidana
Narkotika dan Undang-Undang mengenai pornografi yang mengatur secara
Khusus Tindak Pidana Pornografi.

Istilah tindak pidana menunjukan pengertian gerak-gerik tingkah laku
dan gerak-gerik jasmani seseorang. Hal-hal tersebut terdapat juga seseorang untuk
tidak berbuat, akan tetapi dengan berbuatnya dia, dia telah melakukan tindak
pidana.

Mengenai kewajiban untuk berbuat tetapi dia tidak berbuat, yang di
dalam undang-undang menentukan pada pasal 164 Kitab Undang-Undnag Hukum
Pidana, ketentuan dalam pasal ini mengharuskan seseorang untuk melaporkan
kepada pihak yang berwajib apabila akan timbul kejahatan, ternyata dia tidak
melaporkan, maka dia dapat dikenai sanksi.

Prof. Sudarto berpendapat bahwa pembentukan undang-undang sudah
tetap dalam pemakaian istilah tinda pidana, dan beliau lebih condong memakai
istilah tindak pidana seperti yang telah dilakukan oleh pembentuk undang-undang.

Pendapat Prof. Sudarto diikuti olen Teguh Prasetyo karena pembentuk undang-



undang sekarang selalu menggunakan istilah tindak pidana sehingga istilah tindak
pidana itu sudah mempunyai pengertian yang dipahami oleh masyarakat.

Setelah melihat berbagai definisi diatas maka dapat diambil kesimpulan
bahwa yang disebut dengan tindak pidana adalah perbuatan yang oleh aturan
hukum dilarang dan diancam dengan pidana, dimana pengertian perbuatan disini
selain perbuatan yang bersifat aktif (melakukan sesuatu yang sebenarnya dilarang
oleh hukum) juga perbuatan yang bersifat pasif (tidak berbuat sesuatu yang
sebenaranya diharuskan oleh hukum).

2. Unsur-unsur Tindak Pidana

Setelah mengetahui definisi dan pengertian yang lebih mendalam dari
tindak pidana itu sendiri, maka di dalam tindak pidana tersebut terdapat unsur-
unsur tindak pidana, yaitu:

a. Unsur Objektif
Unsur yang dapat di luar si pelaku. Unsur-unsur yang ada
hubungannya dengan keadaan, yaitu dalam keadaan-keadaan di
mana tindakan-tindakan si pelaku itu harus dilakukan. Terdiri
dari:
1) Sifat melanggar hukum
2) Kualitas dari si pelaku.
3) Kausalitas
b. Unsur Subjektif
Unsur yang terdapat atau melekat pada diri si pelaku, atau yang

dihubungkan dengan diri si pelaku dan termasuk di dalamnya



segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Unsur ini
terdiri dari:
1) Kesengajaan atau ketidak sengajaan (dolus atau culpa)
2) Maksud pada suatu percobaan, seperti ditentukan dalam
Pasal 53 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
3) Macam-macam maksud seperti terdapat dalam
kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan dan
sebagainya.
4) Merencanakan terlebih dahulu, seperti tercantum dalam
Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yaitu
pembunuhan yang direncanakan terlebih dahulu.
5) Perasaan takut seperti terdapat di dalam Pasal 308 Kitab
Undang-Undang Hukum Pidana.?®
3. Jenis Tindak Pidana
Membagi suatu kelompok benda atau manusia dalam jenis-jenis
tertentu atau mengklasifikasikan dapat sangat bermacam-macam sesuai dengan
kehendak yang mengklasifikasikan atau mengelompokan, yaitu menurut dasar apa
yang diinginkan, demikian pula halnya dengan tindak pidana. Kitab Undang-
Undang Hukum Pidana sendiri telah mengklasifikasikan tindak pidana atau delik
ke dalam dua kelompok besar yaitu dalam buku ke dua dan ketiga masing-masing
menjadi kelompok kejahatan dan pelanggaran. Kemudian bab-bab dikelompokan

menurut sasaran yang hendak dilindungi oleh Kitab Undang-Undang Hukum

% Teguh Prasetyo, Hukum Pidana Edisi Revisi, PT RajaGrafindo Persada, Depok,
2017, Him. 47-51.



Pidana terhadap tindak tersebut. Misalnya BAB | Buku Kedua adalah Kejahatan
Terhadap Keamanan Negara, dengan demikian ini merupakan kelompok tindak
pidana yang sasarannya adalah keamanan negara.
a. Kejahatan dan Pelanggaran
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menempatkan
kejahatan di dalam Buku Kedua dan pelanggaran dalam
Buku Ketiga, tetapi tidak ada penjelasannya mengenai apa
yang disebut kejahatan dan pelanggaran. Semuanya
diserahkan kepada ilmu pengetahuancuntuk memberikan
dasarnya, tetapi tampaknya tidak ada yang sepenuhnya
memuaskan.
b. Delik Formal (Formil) dan Delik Material (Materiil)
Pada umumnya rumusan delik di dalam Kitab Undang-
Undang Hukum Pidana merupakan rumusan yang selesai,
yaitu perbuatan yang dilakukan oleh pelakunya.
Delik formal adalah delik yang dianggap selesai dengan
dilakukannya perbuatan itu, atau dengan perkataan lain titik
berathya  berada  perbuatan itu  sendiri.  Tidak
dipermasalahkan apakah perbuatannya, sedangkan akibatnya
hanya merupakan aksidentalia (hal yang kebetulan).
Sebaliknya di dalam delik material titik beratnya pada akibat

yang dilarang, delik itu dianggap selasai jika akibatnya



sudah terjadi, bagaimana cara melakukan perbuatan itu tidak
menjadi masalah.

c. Delik Dolus dan Delik Culpa
Dolus dan culpa merupakan bentuk kesalahan (schuld) yang
akan dibicarakan tersendiri di belakang.

1) Delik dolus adalah delik yang memuat unsur
kesengajaan rumusan kesengajaan itu mungkin
dengan kata-kata yang tegas, dengan sengaja, tetapi
mungkin juga dengan kata-kata lain yang senada,
seperti, diketahuinya dan sebagainya. Contohnya
adalah Pasal-Pasal 162, 167, 310, 338 dan lebih
banyak lagi.

2) Delik culpa di dalam rumusannya memuat unsur
kealpaan, dengan kata, karena kealpaannya, misalnya
pada Pasal 359, 360, 196. Di dalam beberapa
terjemahan kadang-kadang dipakai istilah, karena

kesalahannya.

d. Delik Commussionis dam Delik Ommissionis
Pelanggaran hukum dapat berbentuk berbuat sesuatu yang
dilarang atau tidak berbuat sesuatu yang diharuskan (to

commit = melakukan; to omit = meniadakan).



1) Delik commussionis barangkali tidak terlalu sulit
dipahami misalnya berbuat mengambil, menganiaya,
menembak, mengancam dan sebagainya.

2) Delik ommissionis dapat kita jumpai pada Pasal 522
(tidak datang menghadap ke pengadilan sebagai
saksi), Pasal 164 (tidak melaporkan adanya
pemufakatan jahat).

e. Delik Aduan dan Delik Biasa (Bukan Aduan)
Delik aduan (klachtdelict) adalah tindak pidana yang
penuntutannya hanya dilakukan atas dasar adanya
pengaduan dari pihak yang berkepentingan atau terkena.

f. Jenis Delik yang Lain
Selanjutnya terdapat jenis-jenis delik yang lain menurut dari
mana kita meinjau delik tersebut, antara lain:

1) Delik berturut-turut (voortgezet delict)

2) Delik yang berlangsung terus

3) Delik berkualifikasi (gequalificeerd)

4) Delik dengan privelege (gepriviligeerd delict)

5) Delik politik

6) Delik propria®

Maka seorang anak yang melakukan tindak pidana dapat dijatuhkan

pidana atau tindakan-tindakan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan

L 1bid, HIm. 57-62.



adapun pidana yang dapat dijatuhkan kepada anak ialah pidana pokok dan pidana
tambahan. Pidana pokok yang dapat dijatuhkan kepada anak adalah :

1. Pidana Penjara

2. Pidana Kurungan

3. Pidana Denda

4. Pidana Pengawasan

Selain pidana pokok, anak nakal juga dapat dijatuhkan pidana tambahan
berupa perampasan barang-barang tertentu dan atau pembayaran ganti rugi.
adapun tindakan lain yang dapat dijatuhkan kepada anak nakal ialah :

1. Mengembalikan kepada orang tua, wali, orang tua asuh;

2. Menyerahkan kepada Negara untuk mengikuti pendidikan,
pembinaan, dan latihan kerja;

3. Menyerahkan kepada departemen sosial, atau organisasi
sosial kemasyarakatan yang bergerak di bidang pendidikan,
pembinaan, dan latihan kerja.

Tindakan sebagaimana dimaksud dapat disertai dengan teguran dan
syarat tambahan yang ditetapkan oleh hakim. Berdasarkan ketentuan di atas,
ancaman hukuman terhadap anak yang melakukan tindak pidana anak merupakan
lex sepecialis dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yakni Pasal 10 Kitab
Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang di dalamnya terdapat salah satu
ancaman hukuman pokok yaitu hukuman mati, sedangkan di dalam ketentuan
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan

Anak dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang



Sistem Perlindungan Pidana Anak tidak terdapat ancaman hukuman mati terhadap
seorang anak.
D. Pengertian Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum adalah segala upaya pemenuhan hak dan
pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban,
perlindungan hukum korban kejahatan sebagai bagian dari perlindungan
masyarakat, dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, seperti melalui pemberian
restitusi, kompensasi, pelayanan medis, dan bantuan hukum.??

Perlindungan hukum yang diberikan kepada subyek hukum ke dalam
bentuk perangkat baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik
yang lisan maupun yang tertulis. Dengan kata lain dapat dikatakan bahwa
perlindungan hukum sebagai suatu gambaran tersendiri dari fungsi hukum itu
sendiri, yang memiliki konsep bahwa hukum memberikan suatu keadilan,
ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian. Pengertian di atas
mengundang beberapa ahli untuk mengungkapkan pendapatnya mengenai
pengertian dari perlindungan hukum diantaranya :

Menurut Satjipto Raharjo mendefinisikan perlindungan hukum adalah
memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain
dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat
menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.?® Menurut Philipus M.
Hadjon berpendapat bahwa Perlindungan Hukum adalah perlindungan akan harkat

dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh

22 Soerjono Soekanto, Op.Cit, HIm. 133.
2% Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, Citra Aditya Bakti Cetakan ke-V, Bandung, 2000,
Hlm. 53.



subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan atau sebagai
kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal dari hal
lainnya.?* Sedangkan menurut Setiono, perlindungan hukum adalah tindakan atau
upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh
penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban
dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya
sebagai manusia.*® Menurut Muchsin, perlindungan hukum merupakan kegiatan
untuk melindungi individu dengan menyerasikan hubungan nilai-nilai atau
kaidah-kaidah yang menjelma dalam sikap dan tindakan dalam menciptakan
adanya ketertiban dalam pergaulan hidup antar sesama manusia.?
E. Pengertian Perlindungan Hukum Terhadap Anak

Kedudukan anak sebagai generasi muda yang akan meneruskan cita-cita
luhur bangsa, calon-calon pemimpin bangsa di masa mendatang dan sebagai
sumber harapan bagi generasi terdahulu, perlu mendapat kesempatan seluas-
luasanya jasmani dan sosial. Perlindungan anak merupakan usaha dan kegiatan
seluruh lapisan masyarakat dalam berbagai kedudukan dan peran, yang menyadari
betul pentingnya anak bagi nusa dan bangsa dikemudian hari. Jika mereka telah
matang pertumbuhan fisik maupun mental dan sosialnya, maka tiba saatnya

menggantikan generasi terdahulu.

2 Philipus M. Hadjon, Perlindungan Bagi Rakyat Indonesia, PT. Bina Ilmu,
Surabaya, 1987, HIm. 1-2.

% Setiono, Rule Of Law (Supremasi Hukum), Magister llmu Hukum Program Pasca
Sarjana Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2004, HIm. 3.

2 Muchsin, Perlindungan dan Kepastian Hukum Bagi Investor di Indonesia, Magister
Ilmu Hukum Program Pasca Sarjana Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2003, HIm. 14.



Perlindungan anak adalah segala usaha yang dilakukan untuk
menciptakan kondisi agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya
demi perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar baik fisik, mental dan
sosial. Perlindungan anak merupakan perwujudan adanya keadilan dalam suatu
masyarakat, dengan demikian perlindungan anak diusahakan dengan berbagai
bidang kehidupan bernegara dan masyarakat. Kegiatan perlindungan anak
membawa kegiatan hukum, baik kaitannya dalam hukum tertulis maupu hukum
tidak tertulis. Hukum merupakan jaminan bagi kegiatan perlindungan anak.

Perlindungan anak tidak boleh dilakukan secara berlebihan dan
memperhatikan dampaknya terhadap lingkungan maupun diri anak itu sendiri,
sehingga usaha perlindungan yang dilakukan tidak berakibat negatif.
Perlindungan anak dilaksanakan rasional, bertanggung jawab dan bermanfaat
yang mencerminkan suatu usaha yang efektif dan efisien. Usaha perlindungan
anak tidak boleh matinya inisiatif, kreativitas dan hal-hal lain yang menyebabkan
ketergantungan kepada orang lain dan berperilaku tak terkendali, sehingga anak
tidak memiliki kemampuan dan kemauan menggunakan hak-haknya dan
melaksanakan kewajiban-kewajibannya.

Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 menetukan
bahwa perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi
anak dan hak-haknya agar dapat hidup tumbuh, berkembang dan berpartisipasi
secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat

perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.



Perlindungan anak dapat juga diartikan sebagai segala upaya yang
ditujukan untuk mencegah, rehabilitasi dan memberdayakan anak yang
mengalami tindak perlakuan salah (child abused), eksploitasi dan penelantaran,
agar dapat menjamin kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak secara
wajar, baik fisik, mental dan sosialnya.?’

Arif Gosita berpendapat bahwa perlindungan anak adalah suatu usaha
melindungi anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya.?® Perlindungan hak-
hak anak pada hakikatnya menyangkut langsung pengaturan dalam peraturan
perundang-undangan. Kebijaksanaan, usaha dan kegiatan yang menjamin
terwujudnya perlindungan hak-hak anak, pertama-tama didasarkan atas
pertimbangan bahwa anak-anak merupakan golongan yang rawan dan dependent,
disamping karena adanya golongan anak-anak yang mengalami hambatan dalam
pertumbuhan dan perkembangannya, baik rohani, jasmani maupun sosial.?

Seorang delinkuen sangat membutuhkan adanya perlindungan hukum.
Masalah perlindungan hukum bagi anak merupakan salah satu cara melindungi
tunas bangsa dimasa depan. Perlindungan hukum terhadap anak menyangkut
semua aturan hukum yang berlaku. Perlindungan ini perlu karena anak merupakan
bagian masyarakat yang mempunyai keterbatsan secara fisik dan mentalnya. Oleh
karena itu, anak memerlukan perlindungan dan perawatan khusus.*

Pengertian perlindungan anak dapat juga di rumuskan sebagai:

? Maidin Gultom, OP. Cit, HIm. 40-42.

%8 Arif Gosita, Masalah Perlindungan Anak, Akademi Pressindo, Jakarta, 1989, HIm.
52.

% Maidin Gultom, Loc. Cit.

% Marlina, Peradilan Pidana Anak di Indonesia Pengembangan Konsep Diversi, dan
Restorative Justice, PT Rafika Aditama, Bandung, 2012.



1. Suatu perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat.
Keadilan ini merupakan keadilan sosial, yang merupakan
dasar utama perlindungan anak;

2. Suatu usaha melindungi anak untuk melaksanakan hak dan
kewajiban secara manusiawi dan positif;

3. Suatu permasalahan manusia yang merupakan suatu
kenyataan sosial. Menurut proporsi yang sebenarnya , secara
dimensional perlindungan anak beraspek mental, fisik dan
sosial, hal ini berarti bahwa pemahaman , pendekatan, dan
penanganan anak dilakukan secara integratif, interdisipliner,
intersektoral dan interdepatemental;

4. Suatu hasil interaksi antara pihak-pihak tertentu, akibat
adanya suatu interelasi antara fenomena yang ada dan saling
memengaruhinya. Jadi perlu diteliti, dipahami dan dihayati
siapa saja (objek dan subjek hukum) yang terlibat sebagai
komponen pada adanya (eksistensi) perlindungan anak
tersebut. Selain itu perlu juga diteliti, dipahami dan dihayati
gejala mana saja mempengaruhi adanya perlindungan anak.
Perlindungan anak merupakan permasalahan yang rumit dan
sulit sehingga penanggulangannya harus dilakukan secara
simultan dan bersama-sama.

5. Suatu tindakan individu yang dipengaruhi oleh unsur-unsur

sosial tertentu atau masyarakat tertentu, seperti kepentingan



yang dapat menjadi motivasi, lembaga-lembaga sosial
(keluarga, sekolah, pesantren, pemerintah dan sebagainya),
nila-nilai  sosial, norma (hukum), status, peran dan
sebagainya. Agar dapat memahami dan menghayati secara
tepat sebab-sebab orang melakukan perlindungan anak
sebagai suatu tindakan individu (sendiri-sendiri atau
bersama-sama), maka dipahami unsur-unsur struktur sosial
yang terkait;

Dapat merupakan suatu tindakan hukum (yuridis) yang
dapat mempunyai akibat hukum yang harus diselesaikan
dengan berpedoman dan berdasarkan hukum. Perlu adanya
pengaturan berdasarkan hukum untuk mencegah dan
menindaki  pelaksanaan  perlindungan anak  yang
menimbulkan penderitaan mental, fisik dan sosial pada anak
yang bersangkutan;

Harus diusahakan dalam berbagai bidang penghidupan dan
kehidupan, keluarga, bermasyarakat, bernegara dan
berbangsa. Taraf perlindungan anak pada suatu masyarakat
atau bangsa merupakan tolak ukur taraf peradaban
masyarakat dan bagsa tersebut;

Merupakan suatu bidang pembangunan hukum nasional.
Mengabaikan masalah perlindungan anak akan mengganggu

pembangunan nasional serta kesejahteraan rakyat maupun



anak. Ikut serta dalam pembangunan nasional adalah hak

dan kewajiban setiap warga negara;

Merupakan bidang pelayanan sukarela (voluntarisme) yang

luas lingkupnya dengan gaya baru (inofatif, inkonfendional).

Dasar pelaksanaan perlindungan anak adalah:

a. Dasar Filosofos
Pancasila dasar kegiatan dalam berbagai bidang
kehidupan keluarga, bermasyarakat, bernegara dan
berbangsa, dan dasar filosofis pelaksanaan perlindungan
anak.

b. Dasar Etis
Pelaksanaan perlindungan anak harus dengan etika
profesi yang berkaitan, untuk mencegah perilaku
menyimpang  dalam  pelaksanaan  kewenangan,
kekuasaan  dan  kekuatan dalam  pelaksanaan
perlindungan anak.

c. Dasar Yuridis
Pelaksanaan perlindungan anak harus didasarkan pada
Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
dan berbagai peranturan perundang-undangan lainnya
yang berlaku. Penerapan dasar yuridis ini harus secara

integratif, yaitu penerapan terpadu menyangkut



peraturan-peraturan perundang-undangan dari berbagai

bidang hukum yang berkaitan.*

Aspek hukum perlindungan anak secara luas mencakup hukum pidana,

hukum acara, hukum tata negara, hukum perdata. Di Indonesia pembicaraan

mengenai perlindungan hukum mulai tahun 1977 dalam seminar perlindungan

anak/remaja yang diadakan Prayuwana. Seminar tersebut menghasilkan dua hal

yang penting yang harus diperhatikan dalam perlindungan anak yaitu:

1)

2)

Segala daya upaya yang dilakukan secara sadar oleh setiap
orang ataupun lembaga pemerintah dan swasta yang bertujuan
mengusahakan pengamanan, penguasaan dan pemenuhan
kesejahteraan fisik, mental dan sosial anak dan remaja yang
sesuai dengan kepentingan dan hak asasinya.

Segala daya upaya bersama yang dilakukan dengan sadar oleh
perseorangan, keluarga, masyarakat, badan-badan pemerintah,
swasta untuk pengamanan, pengadaan dan pemenuhan
kesejahteraan rohani dan jasmani anak yang berusia 0-21 tahun,
tidak dan belum pernah nikah, sesuai dengan hak asasi dan
kepentingan agar dapat membangunkan hidupnya seoptimal

mungkin.*

3 Maidin Gultom, Op.Cit. HIm. 43-45
%2 Marlina, Loc.Cit.



F. Ketentuan Hukum Peradilan Pidana Anak Menurut Undang-Undang
Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979 Tentang
Kesejahteraan Anak:

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 adalah undang-unang yang
mengatur Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Dalam hal ini dimaksud dengan
Sistem Peradilan Pidana Anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara
anak yang berhdapan dengan hukum, mulai tahap penyelidikan sampai dengan
tahap pembimbingan setelah menjalani pidana.*®

Penyelesaian tindak pidana perlu ada perbedaan antara prilaku orang
dewasa dengan pelaku anak, dilihat dari kedudukannya seorang anak secara
hukum belum dibebani kewajiban dibandingkan orang dewasa, selama seseorang
masih disebut anak, selama itu pula dirinya tidak dituntut pertanggungjawaban,
bila timbul masalah terhadap anak diusahakan bagaimana haknya dilindungi
hukum.**

Pengaturan mengenai ketentuan-ketentuan yang berhubungan dengan
perlindungan anak dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem
Peradilan Pidana Anak adalah:

“Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak
adalah anak yang telah berumur 12 (duabelas tahun), tetapi belum berumur 18

(delapan belas tahun) yang diduga melakukan tindak pidana.”

% R. Wiyono, Op. Cit, HIm. 131.
¥ Mulyana W. Kusumah, Hukum dan Hak-Hak Anak, CV. Rajawali, Jakarta, 1986,
Him. 3.



Menurut Irma Setyowati Soemitro yang menyebutkan bahwa ruang
lingkup hukum perlindungan anak dikelompokkan dalam pengertian perlindungan
anak. Perbedaan pengertian penyebutan ini dikarenakan pengelompokan yang
dikemukakan sebagai berikut:*

Perlindungan anak dapat dibedakan dalam dua pengertian berikut ini:

1. Perlindungan vyang bersifat yuridis, meliputi perlindungan
dalam:
a. Bidang hukum publik (pidana)
b. Bidang hukum keperdataan (perdata)
2. Perlindungan yang bersifat non yuridis yang meliputi:
a. Bidang sosial
b. Bidang kesehatan
c. Bidang pendidikan

Pengertian anak dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012
Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, menjabarkan mengenai penggolongan
anak dalam proses peradilan pidana, penggolongan anak tersebut dijelaskan dalam
ketentuan umum Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem
Peradilan Pidana Anak, Pasal 3 huruf a sampai dengan p, setiap anak dalam
proses peradilan pidana berhak:

a. diperlakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan

sesuai dengan umurnya;

b. dipisahkan dari orang dewasa;

% Irma Setyowati Sumitro, Aspek Hukum Perlindungan Anak, Bumi Aksara, Jakarta,
1990, Him. 13



c. memperoleh bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif;

d. melakukan kegiatan rekreasional,

e. bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan lain yang
kejam, tidak manusiawi, serta merendahkan derajat dan
martabatnya;

f. tidak dijatuhi pidana mati atau pidana seumur hidup;

g. tidak ditangkap, ditahan, atau dipenjara, kecuali sebagai upaya
terakhir dan dalam waktu yang paling singkat;

h. memperoleh keadilan di muka pengadilan anak yang objektif, tidak
memihak, dan dalam sidang yang tertutup untuk umum;

i. tidak dipublikasikan identitasnya;

j. memperoleh pendampingan orang tua/Wali dan orang yang
dipercaya oleh anak;

k. memperoleh advokasi sosial;

I.  memperoleh kehidupan pribadi;

m. memperoleh aksesibilitas, terutama bagi anak cacat;

n. memperoleh pendidikan;

0. memperoleh pelayananan kesehatan; dan

p. memperoleh hak lain sesuai dengan Kketentuan peraturan
perundang-undangan.

Berdasarkan pada ketentuan di atas dapat ditelaah lebih dalam, bahwa

perlindungan anak merupakan suatu wujud keadilan, mengabaikan keadilan pada

anak sama halnya dengan menghancurkan masa depan bangsa, peradilan anak



yang dimaksudkan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem
Peradilan Anak, mempunyai tujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak
agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai
dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari
kekerasan pada anak, agar dapat mewujudkan generasi bangsa Indonesia yang
sehat, berakhlak dan sejahtera.

Perlindungan anak adalah segala usaha yang dilakukan untuk
menciptakan kondisi agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya
demi perkembangan dan pertumbuhan anak tersebut secara wajar, baik fisik,
mental, maupun sosial. Hal tersebut adalah sebagai perwujudan adanya keadilan

dalam suatu masyarakat.



